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pada Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana pasal 372 yang menyebutkan
bahwa Barang siapa dengan sengaja dan
melawan hukum mengaku sebagai milik
sendiri suatu barang yang seluruh atau
sebagian adalah milik orang lain tetapi
yang ada dalam kekuasaanya bukan
karena kejahatan yang diancam karena
penggelapan dengan pidana paling lama
empat tahun penjara dan mengganti
kerugian materil yang dialami oleh
Wulan Rent Car.

I. SARAN

1. Meminimalisir terjadinya tindak pidana
penggelapan yang dilakukan oleh penyewa
kendaraan, hendaknya selaku pemilik rental
kendaraan melakukan peningkatan dalam
pelayanan sewa — menyewa misalnya harus
telusuri terlebih dahulu calon penyewa dan
harus mendapatkan jaminan yang setimpal
atas kendaraan yang dipakainya serta
mengupayakan pemilik rental harus
mempunyai supir sendiri untuk mencegah
terjadinya tindak pidana penggelapan mobil
rental.

2. Mengupayakan pemilik rental lebih berhati-
hati dan bijak dalam menyewakan
mobilnya. Sehingga tidak terulang lagi
permasalahan hukum dan menimbulkan

kerugian yang amat besar.
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